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ABSTRAK 

Idealnya penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti harus 

dijatuhkan secara maksimal guna mencapai tujuan pidana uang pengganti sendiri 

yakni sebagai upaya untuk memulihkan kerugian negara. Namun, dalam Putusan 

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT 

Yyk dan Putusan Nomor 3307 K/Pid.Sus/2025 pidana uang pengganti yang 

ditetapkan Hakim justru jauh lebih rendah dibanding dengan tuntutan. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

uang pengganti di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut, 

serta mengkaji kepastian hukum penetapan pidana uang pengganti. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif-

analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan literatur hukum 

lainnya dan didukung dengan hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa dan 

memutus perkara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan 

teori pertimbangan hakim dan teori kepastian hukum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana uang pengganti yang lebih rendah daripada tuntutan 

didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, Majelis 

Hakim dalam perkara a quo menjatuhkan pidana uang pengganti didasarkan pada 

kerugian keuangan negara yang terbukti senilai Rp500.000.000,00. Secara non-

yuridis, hakim mempertimbangkan tujuan pemulihan kerugian negara, efek jera, 

dampak sosial tindak pidana korupsi, serta perlindungan terhadap Terdakwa. 

Adapun dari aspek kepastian hukum, penetapan pidana uang pengganti dalam 

perkara a quo telah mencerminkan kepastian hukum dalam proses pembuktian 

karena Majelis Hakim tidak menggunakan penghitungan kerugian keuangan negara 

oleh Penuntut Umum yang dianggap tidak valid sebagai dasar putusan. Namun, 

penetapan pidana uang pengganti belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum 

karena belum menunjukkan secara jelas hubungan antara nominal yang dibebankan 

sebagai pidana uang pengganti dengan harta benda yang diperoleh atau dinikmati 

Terdakwa sebagaimana parameter Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

Kata Kunci: Pidana Uang Pengganti, Pertimbangan Hakim, Kepastian Hukum 
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ABSTRACT 

 

Ideally, additional criminal penalties in the form of restitution should be 

imposed at the maximum level to achieve the very purpose of restitution itself, 

namely as an effort to recover losses incurred by the state. However, in Judgment 

No. 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, Judgment No. 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Yyk, and 

Judgment No. 3307 K/Pid.Sus/2025, the monetary restitution imposed by the judge 

was actually much lower than the prosecution’s request. This study aims to analyze 

the judges’ reasoning in imposing fines below the Public Prosecutor’s demands in 

these cases, as well as to examine the legal certainty surrounding the determination 

of such fines. 

This study is a normative legal study with a descriptive-analytical nature. 

The approaches used include a statutory approach and a case-based approach. 

Data were obtained through a literature review of laws and regulations, court 

decisions, books, journals, and other legal literature, and were supplemented by 

interviews with judges who heard and decided the cases. Data analysis was 

conducted qualitatively using the theory of judicial reasoning and the theory of 

legal certainty.  

The research findings indicate that the judge’s decision to impose a 

monetary penalty lower than the prosecution’s request was based on both legal and 

non-legal considerations. From a legal perspective, the Panel of Judges in the case 

at hand imposed the monetary penalty based on the proven financial loss to the 

state amounting to Rp500,000,000.00. From a non-legal perspective, the judges 

considered the objective of recovering state losses, the deterrent effect, the social 

impact of corruption, and the protection of the Defendant. As for legal certainty, 

the imposition of the restitution penalty in the case at hand reflects legal certainty 

in the evidentiary process because the Panel of Judges did not use the Public 

Prosecutor’s calculation of state financial losses—which was deemed invalid—as 

the basis for its decision. However, the imposition of a monetary penalty has not 

yet fully provided legal certainty because it has not clearly demonstrated the 

relationship between the amount imposed as a monetary penalty and the assets 

acquired or enjoyed by the Defendant, as required by the parameters of Article 18 

paragraph (1) letter b of the Law on the Eradication of Corruption Offenses.  

 

Keywords: Criminal Penalty of Restitution, Judicial Discretion, Legal Certainty 
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MOTTO 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 

Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan” 

(Q.S Al-Insyirah: 5-6) 

 

“Dunia boleh saja melawanku, Ku punya Doa Ibu” 

(Tapi, Perunggu) 

 

“Hidup yang berarti, Bukan sekedar tak mati, 

Mati yang berarti, Mesti yang terakhir kali” 

(Jefferson, Fstvlst) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tindak pidana korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang 

negara melalui kekuasaanya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.1 

Korupsi muncul ketika pejabat negara, pegawai negeri, atau individu yang 

memegang tanggung jawab publik menggunakan jabatan atau 

kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara 

yang melanggar hukum.2 Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan 

keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan pembangunan 

nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat 

yang adil dan makmur.3 

Besarnya dampak yang ditimbulkan menyebabkan korupsi 

diklasifikasikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Oleh 

karena itu, penanggulangannya pun memerlukan pendekatan yang luar 

biasa (extraordinary measures) pula yang berbeda dari hukum pidana 

umum.4 Hal ini tercermin dalam peraturan khususnya melalui Undang-

 
1 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 9. 

2 Amalida Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi, (Malang: 

Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), hlm iii. 

3 Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2011), 

hlm 25. 

4 Refi Meidiantama dan Donna Exsanti Charida, “Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana 

Korupsi Dalam Pembaharuan Kuhp Nasional (Comparison Of Corruption Crime Regulations In The 

Reform Of The National Criminal Code),” Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (Kihan) Vol. 3, 

No. 1 (2024), hlm 16. 
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Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memuat berbagai 

ketentuan khusus baik dalam aspek hukum materiil maupun hukum formil. 

Dalam perkembangan saat ini, pemberantasan tindak pidana korupsi 

difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan dan 

pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery).5 Hal ini menunjukkan 

bahwa orientasi pemberantasan Tipikor tidak lagi semata-mata 

menitikberatkan pada pemidanaan terhadap pelaku saja, melainkan juga 

diarahkan pada upaya pemulihan aset negara. Pergeseran paradigma 

tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak 

cukup diukur dari banyaknya pelaku yang dipidana, tetapi juga dari sejauh 

mana negara mampu mengambil kembali hasil tindak pidana korupsi yang 

dinikmati pelaku.6 

Salah satu upaya dalam pengembalian keuangan negara adalah 

hadirnya pidana tambahan uang pengganti dalam sistem peradilan tindak 

pidana korupsi. Uang pengganti merupakan sejumlah uang yang wajib 

dibayarkan oleh terdakwa sebagai bentuk pengembalian atas harta atau 

keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.7 Ketentuan pidana 

 
5 Hasanal Mulkan dan Serlika Aprita, “Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi 

Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara,” The Juris Vol. 7, No. 1 (2023), hlm 

175. 

6 Andika Kurniawan, Dkk, “Konsep Illicit Enrichment dalam Penjatuhan Uang Pengganti 

Pada Tindak Pidana Korupsi,” At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam Vol. 12, No. 1 

(2026), hlm 463. 

7 Siti Aisyah dan Atikah Rahmi, “Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak 

Pidana Korupsi.” Unes Law Review, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm 7560. 
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pembayaran uang pengganti termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) buruf b 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan 

bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana uang pengganti sebanyak-

banyaknya sejumlah harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 

Secara konseptual, tujuan hadirnya pidana uang pengganti adalah 

sebagai upaya untuk memulihkan kerugian negara sekaligus sebagai sarana 

untuk mencegah pelaku menikmati hasil tindak pidana korupsi.8 Namun 

praktik penjatuhan pidana uang pengganti di Indonesia masih menghadapi 

berbagai persoalan implementatif. Salah satu problema yang muncul adalah 

ketika Hakim menjatuhkan pidana uang pengganti sangat jauh dibawah 

tuntutan Penuntut Umum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya 

ketidakkonsistenan dalam menentukan parameter hasil korupsi yang harus 

dikembalikan oleh pelaku. 

Seperti pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk. Dalam 

perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk 

membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.21.961.039.577,38 

(Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Puluh 

Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Tiga Puluh Delapan 

Sen). Namun dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan 

 
8 Esteben Doloksaribu, Dkk “Problematika Pidana Uang Pengganti Dalam Mewujudkan 

Pemulihan Kerugian Negara Pada Perkara Korupsi,” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Vol. 4, 

No. 3 (2026), hlm 570. 
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pidana uang pengganti kerugian negara hanya sebesar Rp.500.000.000,00 

(Lima Ratus Juta Rupiah).9 

Perkara ini kemudian berlanjut ke tingkat banding dengan putusan 

perkara No.8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Yyk, dimana Majelis Hakim tingkat 

banding menguatkan putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dengan 

memperberat pidana pokok yang dijatuhkan, namun tetap mempertahankan 

pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus 

Juta Rupiah).10 Selanjutnya perkara ini naik pada tingkat kasasi. Namun, 

Mahkamah Agung melalui putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025 menolak 

permohonan kasasi dari Penuntut Umum maupun Terdakwa,11 sehingga 

penetapan besaran pidana uang pengganti dalam perkara a quo tidak 

berubah. 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam penerapan 

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, khususnya dalam menentukan dasar dan besaran pidana uang 

pengganti oleh Hakim. Putusan Hakim menjadi tumpuan keadilan bagi 

masyarakat untuk mengambil kembali kerugian negara dari koruptor salah 

satunya melalui uang pengganti, tetapi fakta yang ada justru putusan pidana 

uang pengganti sangat jauh lebih rendah daripada tuntutan. Seiring dengan 

salah satu fungsi pidana uang pengganti adalah sebagai upaya 

 
9 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/PN Yyk. 

10 Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK. 

11 Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025. 
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mengambalikan kerugian negara, adalah sangat penting bagi Hakim untuk 

menjatuhkan pidana uang pengganti semaksimal mungkin guna mencapai 

tujuan tersebut. 

Persoalan ini perlu dikaji secara mendalam guna memahami alasan 

pertimbangan Hakim dalam menentukan jumlah pidana uang pengganti 

serta untuk menilai kepastian hukum dalam hal sejauh mana penerapannya 

telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Berdasarkan latar belakang 

diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan ini 

dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN 

HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA UANG PENGGANTI 

DI BAWAH TUNTUTAN DALAM PERKARA KORUPSI (Studi 

Kasus Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, Putusan No. 

8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Yyk, dan Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis 

akan mencoba menganalisis dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana uang 

pengganti dalam perkara korupsi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN 

Yyk, Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK dan Putusan No. 

3307 K/Pid.Sus/2025? 

2. Bagaimana kepastian hukum penetapan pidana uang pengganti dalam 

perkara korupsi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, Putusan No. 

8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Yyk dan Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan dan 

rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

a. Menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana uang 

pengganti dalam perkara korupsi Putusan No. 9/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Yyk, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Yyk dan 

Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025. 

b. Menganalisis bagaimana kepastian hukum penetapan pidana uang 

pengganti dalam perkara korupsi Putusan No. 9/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Yyk, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Yyk dan 

Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Lahirnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih 

pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

hukum pidana, khususnya terkait dengan pemberantasan tindak 

pidana korupsi. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, 

literatur, serta bahan informasi yang dapat digunakan sebagai 

acuan terhadap penelitian-penelitian pada masa yang akan 

datang. 
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b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung 

bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang 

berkeadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. 

2) Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai alasan dan 

dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana 

uang pengganti yang lebih rendah daripada tuntutan, sehingga 

dapat menjadi bahan refleksi bagi Penuntut Umum dalam 

membuat tuntutan pidana yang lebih proporsional. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bagi 

masyarakat luas tentang proses peradilan tindak pidana korupsi 

khususnya dalam aspek pembuktian dan penjatuhan putusan 

yang berkeadilan. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah atau kajian pustaka merupakan kegiatan meneliti dan 

menganalisis berbagai sumber literatur serta hasil penelitian sebelumnya 

yang berkaitan dengan topik yang dibahas.12 Adapun hasil penelitian 

terdahulu yang relevan dengan skripsi ini sebagai berikut: 

Pertama, Skripsi berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim terhadap 

Putusan Pidana Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada 

Kasus Korupsi di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya” yang 

 
12 Gerry Mandala, “Epistemologi Penelitian Pendidikan: Telaah Teoretis Atas Ruang 

Lingkup Dan Fungsinya Dalam Pendidikan Modern,” Takuana Vol.4, No. 3 (2025), hlm 694. 
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disusun oleh Muhammad Agung Riyadi Wijaya. Penelitian tersebut 

membahas mengenai alasan hukum dan non-hukum yang mendasari Hakim 

dalam menjatuhkan pidana lebih rendah dari tuntutan Jaksa pada perkara 

tindak pidana korupsi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dasar 

pertimbangan Hakim terbagi menjadi dua, yaitu pertimbangan yuridis dan 

pertimbangan non-yuridis. Faktor yang mempengaruhi putusan Hakim lebih 

rendah dari tuntutan yaitu faktor yuridis yang bersumber dari aspek objektif 

dan faktor non-yuridis yang bersumber dari aspek subjektif.13 Penelitian 

tersebut relevan dengan penelitian skripsi Penulis yang juga menganalisis 

pertimbangan Hakim dalam putusan yang lebih rendah dari tuntutan jaksa 

penuntut umum dalam tindak pidana korupsi. Namun, perbedaannya 

penelitian tersebut hanya berfokus pada penjatuhan pidana pokok, 

sedangkan penelitian skripsi Penulis lebih menitikberatkan pada pidana 

tambahan uang pengganti. 

Kedua, Skripsi berjudul “Penentuan Pidana Uang Pengganti dalam 

Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)” yang disusun 

oleh Cheysa Roninda. Penelitian ini membahas pertimbangan Hakim dan 

cara yang digunakan oleh jaksa penuntut umum serta Hakim dalam 

menentukan besaran pidana tambahan uang pengganti perkara tindak pidana 

korupsi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim 

 
13 Muhammad Agung Riyadi Wijaya, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan 

Pidana Lebih Rendah Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada Kasus Korupsi di Indonesia dan 

Faktor yang Mempengaruhinya.” (2025). Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas 

Muhammadiyah Palembang. 



9 
 

 
 

dalam menjatuhkan uang pengganti tidak hanya berdasar pada hasil audit 

kerugian keuangan negara, tetapi juga aspek hukum, fakta persidangan, 

keadilan, dan proporsionalitas. Jaksa menghitung berdasarkan total 

kerugian negara menurut audit, sedangkan Hakim cenderung menilai 

keuntungan nyata yang diterima terdakwa berdasarkan bukti persidangan, 

peran masing-masing terdakwa, dan status aset jaminan.14 Penelitian ini 

relevan dengan penelitian Penulis karena sama-sama membahas perbedaan 

antara tuntutan Jaksa dan putusan Hakim. Namun, penelitian tersebut 

menggunakan beberapa putusan umum tanpa fokus pada satu perkara, 

sedangkan penelitian skripsi penulis fokus pada satu perkara. 

Ketiga, Jurnal berjudul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Yang 

Tidak Menjatuhkan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi 

Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1150 K/Pid.Sus/2020)” yang 

disusun oleh Risty Alifah Putri. Penelitian tersebut membahas mengenai 

alasan Hakim dalam perkara Nomor: 1150 K/Pid.Sus/2020 tidak 

menjatuhkan pidana uang pengganti, serta upaya mengembalikan kerugiaan 

keuangan negara dalam perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti karena 

berdasarkan fakta persidangan terdakwa tidak terbukti menikmati hasil 

tindak pidana korupsi.15 Penelitian ini relevan dengan penelitian Penulis 

 
14 Cheysa Roninda, “Penentuan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana 

Korupsi (Studi Putusan Pengadilan),” (2025), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. 

15 Risty Alifah Putri, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Menjatuhkan Uang 

Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1150 

K/Pid.Sus/2020),” Jurnal NESTOR Mageister Hukum Vol. 17, No. 4 (2021). 
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karena sama-sama membahas pertimbangan putusan pidana uang pengganti 

oleh Hakim. Namun, Penelitian tersebut membahas putusan yang sama 

sekali tidak menjatuhkan uang pengganti. Sedangkan penelitian Penulis 

membahas putusan yang tetap menjatuhkan uang pengganti, tetapi nilainya 

jauh lebih kecil daripada tuntutan jaksa. 

Keempat, Tesis berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan 

Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Pengembalian Keuangan Negara 

Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Kota Dumai” yang disusun oleh 

Radar Loan Harahap. Penelitian tersebut membahas mengenai proses 

pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana 

korupsi dan kelemahan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti di 

Kota Dumai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi 

pidana tambahan uang pengganti telah mengacu pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaannya masih 

menghadapi berbagai kendala, seperti terpidana yang tidak membayar uang 

pengganti, kesulitan pelacakan aset, serta belum optimalnya koordinasi 

antar instansi.16 Penelitian ini relevan dengan penelitian Penulis karena 

sama-sama membahas kepastian hukum pidana pembayaran uang 

pengganti. Namun penelitian tersebut membahas kepastian hukum dalam 

tahap pelaksanaan dan eksekusi. Sedangkan penelitian Penulis berfokus 

pada tahap penjatuhan putusan dan pembuktian besaran uang pengganti. 

 
16 Radar Loan Harahap, “Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Tambahan Uang 

Pengganti Dalam Pengembalian Keuangan Negara Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Kota 

Dumai.” (2024). Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. 
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E. Kerangka Teoritik 

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian ini, 

diperlukan landasan teori sebagai alat bantu analisis. Teori berfungsi 

sebagai kerangka berpikir yang digunakan Penulis untuk menafsirkan, 

menjelaskan, serta mengarahkan proses pengolahan data sehingga dapat 

menghasilkan kesimpulan penelitian.17 Kerangka teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Teori Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim merupakan tahap di mana Majelis Hakim 

menilai dan menelaah fakta-fakta yang terungkap selama proses 

persidangan berlangsung. Tahap ini memiliki peran yang sangat penting 

dalam mewujudkan putusan yang mencerminkan nilai keadilan (ex 

aequo et bono), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak 

yang berperkara. Apabila pertimbangan Hakim dilakukan secara kurang 

teliti atau tidak cermat, maka putusan yang dihasilkan berpotensi untuk 

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.18 

Pertimbangan Hakim merupakan dasar argumentasi yang 

digunakan majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu 

perkara pidana. Pertimbangan tersebut setidaknya mencakup aspek 

berikut: 

 
17 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan 

Kalijaga, 2021), hlm 31. 

18 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), hlm 140. 
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a. Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan yuridis yakni pertimbangan Hakim yang 

didasari pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, 

dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat 

dalam putusan.19 

b. Pertimbangan Non-Yuridis 

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan Hakim yang 

didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada 

diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-

masalah sosial dan struktur masyarakat.20 

Teori pertimbangan Hakim dalam penelitian ini digunakan 

sebagai pisau analisis untuk menganalisis dasar pertimbangan Majelis 

Hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti dalam perkara a quo, 

apakah pertimbangan Hakim telah mencerminkan aspek yuridis dan non 

yuridis. 

2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari 

hukum, karena melalui kepastian hukumlah keadilan dapat diwujudkan. 

 
19 Jafrai Musa Robo, Heryanto Amalo, dan Debi F. Ng. Fallo, “Tinjauan Yuridis Terhadap 

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Persetubuhan Anak (Studi: Putusan 

N0.80/Pid.Sus/2023/Pnkpg),” Jispendiora: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, 

No. 2 (2025), hlm 487. 

20 Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang dan Roida Nababan, “Analisis Dasar 

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara 

Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta,” Patik: Jurnal Hukum Vol. 07, No. 2 

(2018), hlm 125. 
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Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan 

perlindungan yustitiabeln terhadap tindakan sewenang-wenang yang 

berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang 

diharapkan dalam keadaan tertentu.21 Masyarakat mengharapkan 

adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum 

Masyarakat akan lebih tertib.22 

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa 

hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa 

menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar 

Negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.23 

Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu meperkirakan apa yang 

akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. 

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat 

melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum 

yang berlaku dan begitu pula sebaliknya.24 

Gustav Radbuch menyebutkan terdapat 4 hal dasar yang 

memiliki makna dengan kepastian hukum, yakni sebagai berikut:25 

 
21 Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 115. 

22 Ibid, hlm 114. 

23 Vicke Berliana, Dkk, “Konsep Dan Urgensi Kodifikasi Hukum Indonesia,” Aksioma: 

Jurnal Sains, Ekonomi Dan Edukasi Vol. 2, No. 12 (2025), hlm 2784. 

24 Ibid, hlm 2785. 

25 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan 

(Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2010), hlm 288. 
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a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-

undangan (gesetzliches Recht). 

b. Hukum didasarkan kepada fakta (Tatsachen), bukan didasarkan 

kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan 

oleh Hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan. 

c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus 

dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari 

kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat mudah 

dilaksanakan. 

d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah. 

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav 

Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan 

manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif 

itu kurang adil. 

Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai 

pisau analisis untuk menilai apakah penetapan pidana uang pengganti 

dalam perkara a quo telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku serta telah memenuhi prinsip kepastian hukum. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan ilmiah yang 

digunakan untuk menelusuri dan mengkaji suatu permasalahan secara 
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cermat dan teliti.26 Proses ini diawali dengan perumusan masalah yang 

muncul dari pemikiran kritis Penulis, sehingga menimbulkan hipotesis awal 

yang didukung oleh hasil penelitian sebelumnya.27 Tujuannya adalah untuk 

memperoleh data yang selanjutnya dianalisis secara mendalam sehingga 

menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan obyektif. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif 

yakni penelitian yang pada dasarnya mempelajari hukum yang dianggap 

sebagai aturan atau prinsip yang berlaku dalam mesyarakat dan menjadi 

pedoman tindakan setiap individu. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri 

Mamudji, penelitian ini didefinisikan sebagai penelitian hukum yang 

dilakukan melalui studi literatur atau data sekunder semata.28 Penelitian 

skrispi ini dilakukan dengan menelaah norma hukum yang berkaitan 

dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana uang 

pengganti, serta kepastian hukum penetapan pidana uang pengganti. 

Penelitian juga didukung dengan wawancara dengan Hakim yang 

memeriksa dan memutus perkara a quo baik dari Pengadilan Negeri 

maupun Pengadilan Tinggi. 

 

2. Sifat Penelitian 

 
26 Tamaulina Br Sembiring, Dkk, Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik), 

(Karawang: Cv Saba Jaya Publisher, 2024), hlm 1. 

27 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Bantul: Kbm Indonesia, 2021), hlm 1. 

28 Imam Jalaludin Rifa’i, Dkk, Metodologi Penelitian Hukum, (Serang: Pt Sada Kurnia 

Pustaka, 2023), hlm 6. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang 

menguraikan suatu permasalahan yang sedang dikaji dengan cara 

mendeskripsikan dan memberikan gambaran terhadap permasalahan 

yang sedang diselidiki secara sistematis, akurat, dan faktual.29 Melalui 

pendekatan deskriptif-analitis, Penulis berupaya untuk menggambarkan 

secara jelas pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana uang 

pengganti dalam perkara a quo, serta kepastian hukum penetapan pidana 

uang pengganti. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling 

melengkapi, yakni pendekatan perundang-undangan (statue approach) 

dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-

undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-

undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang 

bahas/diteliti.30 Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang 

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap.31 Kedua pendekatan ini digunakan untuk 

menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan 

penerapannya dalam putusan pengadilan perkara a quo. 

 
29 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik, 

(Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 133. 

30 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 

56. 

31 Ibid, hlm 57. 
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4. Sumber Data 

Data merupakan landasan pokok dalam sebuah penelitian karena 

ketepatan dan keakuratannya sangat menentukan kebenaran hasil yang 

diperoleh. Oleh karena itu, proses pengumpulan dan analisis data perlu 

dilakukan secara hati-hati dan mendalam agar hasil penelitian dapat 

memberikan makna serta sumbangan nyata bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan maupun pemecahan masalah yang diteliti.32 

Penelitian hukum normatif menggunakan jenis data sekunder 

berupa bahan-bahan hukum. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin, 

sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri 

dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.33 Adapun bahan hukum 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP); 

 
32 Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer 

Sekunder, Dan Tersier.” Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And 

Studies (Iicls), Vol. 5, No. 3 (2024), hlm 111. 

33 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm, 

62. 
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2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi; 

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016; 

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXIII/2025; 

6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Pidana Tambahan Uang Pengganti; 

7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah 

Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan; 

8) Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk; 

9) Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK; 

10) Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum 

sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Wawancara; 

2) Buku-buku hukum; 

3) Skripsi, tesis, dan disertasi hukum; 
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4) Jurnal hukum; 

5) Media cetak/elektronik 

5. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara atau prosedur yang 

digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam 

suatu penelitian.34 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi pustaka (bibliography study), yakni dengan 

mempelajari, membaca, dan menelaah berbagai peraturan perundang-

undangan yang relevan, literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian 

terdahulu, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. 

Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan wawancara dengan 

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo baik dari 

Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. 

6. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. 

Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis penelitian yang 

bertujuan menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu data yang 

diperoleh dari pernyataan tertulis maupun lisan para responden, serta 

dari perilaku nyata yang diamati dan dikaji secara menyeluruh sebagai 

suatu kesatuan yang utuh.35 

 
34 Zainuddin Iba dan Aditya Wardhana, Metode Penelitian, (Purbalingga: Eureka Media 

Aksara, 2023), hlm 241. 

35 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Publika Global 

Media, 2024), hlm 156. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terbagi menjadi 

5 (Lima) bab, yakni sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang didalamnya berisi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab kedua, menjelaskan tinjauan umum yang didalamnya memuat 

penjelasan umum terkait tindak pidana korupsi, pidana uang pengganti, 

serta menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

teori pertimbangan Hakim dan teori kepastian hukum. 

Bab ketiga, menjelaskan gambaran umum putusan No. 9/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Yyk, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Yyk dan Putusan 

No. 3307 K/Pid.Sus/2025 yang berisi duduk perkara, tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum, pertimbangan penjatuhan putusan Hakim, serta amar 

putusan. 

Bab keempat, memaparkan hasil penelitian yang dibagi menjadi 2 

sub-bab, yakni sub-bab pertama berisi analisis pertimbangan Hakim dalam 

menjatuhkan pidana uang pengganti dalam perkara korupsi Putusan No. 

9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Yyk 

dan Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025, dan sub-bab kedua berisi analisis 

kepastian hukum penetapan pidana uang pengganti dalam perkara tindak 

pidana korupsi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, Putusan No. 

8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Yyk dan Putusan No. 3307 K/Pid.Sus/2025. 
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Bab kelima, memberikan kesimpulan atas hasil penelitian ini, serta 

saran-saran dari Penulis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Majelis Hakim menjatuhkan pidana uang pengganti dalam perkara a quo 

berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, 

Hakim menjatuhkakn pidana uang pengganti sebesar Rp500.000.000,00 

yang didasarkan pada kerugian keuangan negara yang terbukti dalam 

persidangan, namun penjatuhan pidana uang pengganti tersebut masih 

belum menunjukkan secara jelas bahwa nominal tersebut merupakan 

harta yang diperoleh atau dinikmati Terdakwa dari tindak pidana 

korupsi. Sementara itu, secara non-yuridis, Hakim mempertimbangkan 

tujuan pemulihan kerugian negara, efek jera, dampak sosial tindak 

pidana korupsi, serta perlindungan terhadap hak terdakwa.  

2. Penetapan pidana uang pengganti dalam perkara a quo telah 

mencerminkan kepastian hukum dalam aspek pembuktian karena 

Majelis Hakim tidak menggunakan penghitungan kerugian keuangan 

negara oleh Penuntut Umum yang dianggap tidak valid sebagai dasar 

putusan. Namun, penetapan pidana uang pengganti dalam perkara a quo 

belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, karena belum 

menunjukkan secara jelas hubungan antara nominal yang dibebankan 
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sebagai pidana uang pengganti dengan harta benda yang diperoleh atau 

dinikmati Terdakwa sebagaimana parameter Pasal 18 ayat (1) huruf b 

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

B. Saran 

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan 

Majelis Hakim, dalam menentukan pidana uang pengganti hendaknya 

memastikan terlebih dahulu harta benda atau keuntungan yang terbukti 

diperoleh atau dinikmati Terdakwa dari tindak pidana korupsi, sehingga 

besaran uang pengganti yang ditetapkan memiliki dasar yang jelas dan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2. Bagi pembentuk undang-undang atau Mahkamah Agung, perlu adanya 

pedoman penerapan yang lebih terarah mengenai penentuan besaran 

pidana uang pengganti, sehingga penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf b 

dapat dilakukan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum. 
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